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Abstrak
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui proses implementasi program kelompok usaha
bersama di Kecamatan Singkawang Selatan.”Penelitian“ini_dilaksanakan berdasarkan permasalahan
yang terjadi saat program kelomp6k usaha bersama di “Kecamatan Singkawang Selatan di
implementasikan, dengan memfokuskan kepada penyelenggaraaitsorganisasi, interpretasi serta
penerapan program. Demgan menggunakan analisis Kkualitatif, didapatkan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwakUrang sesuainya implementasi program kelompok usaha bersama di Kecamatan
Singkawang Selatan dengan pedoman yang ada terkait penyelenggaraan suatu organisasi, interpretasi
dan penerapan. Selain itutlatar belakang pendidikan dan minimnya pelatihan para, pendamping
kelompok ,usaha bersama juga berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan program, karena
minimnya pengetahuan dan pelatinan yang mereka miliki terkait bidang sosial dan pemahaman
program berdampak pada pengetahuan anggota kelompok usaha akan pemahaman mengenai program.
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Kz!ita Kunci: ‘Implementasi, Kelompok Usaha Bersama, Pendamping Kelompok Usaha Bersama.
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! Abstract
This theSIS is intended to determine the proces oj plementation programme with “Kelempok Us'aha
Bersama” in the South Singkawang District. eaf’s.h was conducted based on the problems that
occureéd when programs “Kelompok Usaha El rsam W 1t‘the South Singkawang District impleménted,
with a focus on the implementation of 't‘h-e nization, interpretation and application of the
programme. By using the qualitative analysis, i results obtained indicate that the lack/ of due
1mplementat10n of the programme “Kelompok Usaha Bersama” in the South Singkawang District on
the avallab'le guidelines related to the implementation of an organization, interpretation and application.
Besides the‘lack of educational background and training of “Pendamping Kelompok Usaha Bersama”
also affect the success implementation ‘of the programme it self, due to lack of knowledge’ and training
that they have, an understanding of programme impact on group members; knowledge of “Kelompok
Usaha Bersama® WI|| be an understanding of the programme. S
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Keywords: Implementation, "Keiorﬁpok“Usavaersama",—“Pendﬁmﬁiné Kelompok Usaha Bersama”
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Kota Singkawang melalui
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota  Singkawang mengeluarkan  suatu
kebijakan berwujud Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) yang didasari oleh Keputusan Menteri

Sosial R.l. Nomor 84/HUK/1997 tentang
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi
Keluarga Fakir Miskin. KUBE adalah

kelompok binaan sosial yang atas bimbingan

dan kesadaran bersama, diberi tanggung jawab«+*

untuk mengelola bantuan stimg]an"'d};lam
bentuk Usaha Ekonomi _P_rpduk-tif. Program
KUBE di Kota Sing_lgav'\/a{ng sudah -ada sejak
tahun 2005 na_rpur’i.: baru mulai “aktif tahun
2007. Dasa.r;h'u.kum dalam’ pelaksanaan KUBE
berupa.Kébutusan dari- Kepala Dinas Sosial,
Tenggé Kerja- dan Transmigrasi . Kota
Singkawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Penetapan KUBE Penerima Bantuan Langsung

PemkS'erdayaan Sosial (BLPS) dan Pendamping

Kota, I‘Pendamping Kecamatan, Pendampingan J

Kelurahan Program
Kota
Tahun 20}.1. Pada tahun 2011 dari jumlah

penduduk "s'ebanyak 186.462 jiwa terdapat

Kem iski'rgan Perkotaan

diantaranya :1.3.506 jiwa penduduk di Kota
Singkawang ;apg hidup di_ bawah garis
kemiskinan. ! ‘

Kecamatan Sihgkgwang Selatan adalah
salah satu dari e
Singkawang yang mendapat bantuan melalui
program KUBE. Dalam pelaksanaan program,
masyarakat di Kecamatan Singkawang Selatan
dibentuk menjadi kelompok-kelompok usaha
yang mana satu kelompok beranggotakan 10

orang, dengan satu orang sebagai ketua, satu
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sekretaris, satu bendahara dan tujuh orang
sebagai anggota.

Pada saat pengimplementasian program
terjadi perbedaan jumlah kelompok usaha di
dua kelurahan yang ada di Kecamatan
Singkawang selatan, yaitu pada Kelurahan
Hal

masalah

Sedau dan Kelurahan Sijangkung.

mengacu pada  penuntasan
kemiskinan. Proses Program KUBE dikatakan

T berjalan/berhasil apabila terjadi perkembangan
dari.ljséiha.ya}ng dilakukan.

Keadaz.alﬁ “Oiy Japangan menggambarkan
pengelolaan. dan pelaﬁsﬁnagn program bantuan
Kelompok Usaha Bersam-é"-.d'i Kecamatan

Singkawang Selatan tidak berjalan“bagaimana
Sejak
Program- KUBE hingga saat ini bantuan yang
diberikan tidak
s Perkembangan. Proses implementasi progr'am

| KUBE (i

seharusnya. tahun diberlakUk@nnya

e telah menampakl1an
Kecamatan Singkawang Selatan
| ternyata ada dua jenis usaha yang dllaquan
%ltu satu dalam bentuk usaha keIompok dan
"m jsatu dalam bentuk usaha perorangan.’ Plhak
juga
pelaksanaan Program KUBE yang'-t;erbentuk

i ; )
- dinas “dalam ! proses

mengatakan

perorangan dana bantuan yang diberikan tidak
dipergunakan dengan seharuspi}a, sehingga
mereka tidak" bisa mengem_bénlikan pinjaman
kepada kelompok™ hal ini ﬁlng menurut pihak
dinas.-sebagai” &an.yi—mpangan dalam proses
implementasi program KUBE. Selain itu

didapat pula informasi “dalam  proses

anggota KUBE di

Kecamatan Singkawang Selatan beranggapan

pelaksanaan program,

bantuan yang berasal dari pemerintah tidak
perlu dikembangkan lagi karena selama
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mereka miskin  pemerintah akan tetap

memberikan bantuan”. Untuk mengetahui
secara pasti mengenai fenomena yang terjadi,
maka penulis merasa perlu kiranya dilakukan
lebih

implementasi

penelitian lanjut mengenai proses

program Kelompok Usaha

Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan beberapa

permasalahan yang dipaparkan maka rumusan

masalah  dalam  penelitian ini  adalah

Bagaimana proses implementasi program

Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan -

Singkawang Selatan ? -

. Tujuan Penelitian -~
Adapun  tujuan .‘.-'p'énelitian ini ~ adalah
mendeskripsikafl

bagaimana proses

implementasi  program~ Kelompok Usaha
Bersama di Kecamatan Singkawang Selatan
Marll;aat Penelitian

Pene'litian ini bermanfaat sebagai media
aplikasi teori yang dapat berguna dalam

pengérnbangan pengetahuan serta dapat

dijadikan bahan pengkajian dan pengembangarﬁ( v,
1

ilmu khususnya yang berkaitan dengan!

implementasi suatu program/kebijakan

pemerintaﬁv.l Selain itu, penelitian ini dapat
dijadikan tc;iqk ukur dalam pencarian solusi
sebagai Iangk.'ah pemecahan masalah . terkait
dengan imple'Fnentasi program/kebijakan
Kelompok Usaha"'Bersama di Kecamatan

Singkawang Selatan. e ———

B. TEORI DAN METODELOGI
1. Teori

A. Implementasi Kebijakan
Kebijakan
keputusan yang di ambil atau tidak dalam

merupakan  sebuah

rangka merespon keadaan yang terjadi. Hal

-

|

iy

H

!
.

i

L]

i

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

ini senada dengan pernyataan Dye (dalam
Wibawa, 2011:2) vyang
“Kebijakan publik sebagai suatu pilihan
tidak

ingin dilakukan oleh pemerintah. Artinya

menyatakan

tindakan yang dilakukan ataupun

pemerintah berhak memilih untuk membuat

suatu kebijakan atau tidak membuat suatu

kebijakan mengenai kondisi yang ada
dilapangan”.
Kebijakan publik tidak tercipta

secara instan, akan tetapi melalui proses-

proses atau tahapan yang cukup panjang,

r "yang_mana dalam pelaksanaannya meliputi

berbagai“tahapan mulai dari penyusunan
agenda, formuiai"si ;Igebijakan, pembuatan
Kebijakan, implementéé? “kebijakan, hingga
evaluasi kebijakan MichaeI’Hov,\'/Iet dan M.
2009:16).

Kebijakan yang telah dirumuskan ”tigiak

Ramesh  (dalam | Nawawi,
akan memberikan kontribusi jika tidak

direalisasikan. Proses perealisasian
kebijakan ini diwujudkan  dalam tar\ap
implementasi. Suatu kebijakan .mau ti‘dak
mau harus diimplementasikan agar .bada
f‘akhirnya akan mendapatkan hasil ‘éesuai
dengan keinginan atau tujuary' dari
kebijakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan
pendapat  Widodo (2008:8{‘;) yang
mengungkapkan. “jika menghei'ldaki tujuan
kebijakan dapat dicapai depﬁan baik, maka
bukan saja pada tahap ‘ifr.;plementasi yang
harus dipersiapkar dan Idirencanakan, tetapi
Tjga’pada tahap perumusan atau pembuatan
kebijakan juga telah diantisipasi untuk
dapat diimplementasikan”.
Jones (dalam Widodo, 2008:86)

mengatakan  “implementasi  merupakan

proses yang diawali dengan perumusan

kebijakan  dan  untuk  selanjutnya
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implementasi merupakan proses dalam
pelaksanaan perumusan itu sendiri”. Jones
Widodo, 2008:89) juga

mengemukakan tiga kegiatan yang menjadi

(dalam
pilar dalam implementasi, yaitu :

1. Organisasi

Pengorganisasian ~ merupakan  suatu
upaya untuk pembentukan dan menata
kembali sumber daya, unit-unit dan
untuk

metode-metode menjadikan

program berjalan serta mengarah pada .
upaya mewujudkan kebijakan ‘r_nenjadi’-

hasil sesuai dengan apa .yari'g- menjadi

tujuan dan sasa[an"l'(;bijakan. Dalam

proses impler’ﬁéntasi program harus
dipilih'_.-"J'brang—orang/sumber daya
manuéia yang. ‘memang mempunyai

‘-k'eahlian, karena orang-orang Yyang
dipilih inisyang akan bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan program. Selain

. ahli, sumber daya juga harus terampil

'l dan “memang layak sehingga dapat |
‘melaksanakan tugas dan fungsinygfq‘ EH ¢
dgngan tepat. Sumber daya sebaga.i,L !m ) |
pelaku kebijakan harus mengetahui =~ =
deﬁ’gan baik mengenai tujuan dan -‘

pentihgnya program dilaksanakan.

Langka{h, selanjutnya— menetapkan

anggaran

guna pelaksanaan
kebijakan/pr'dgram.
2. Interpretasi e ——— =
Tahapan untuk menafsirkan ‘suaF
program  menjadi  rencana  dan

merupakan suatu pengarahan dengan
bahasa sederhana serta mudah dipahami

sehingga dapat dilaksanakan dan

diterima oleh para pelaku dan sasaran

kebijakan. Keberhasilan interpretasi
Parameswari
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tidak terlepas pula dari peran sosialisasi
yang merupakan kebutuhan utama bagi
keefektifan  pelaksanaan  kebijakan.
Karena jika kebijakan/program ingin
dilaksanakan dengan tepat, maka arahan
serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya
diterima tetapi juga harus jelas. Agar
makna dari program dapat dijalankan
yang telah

maka diperlukan proses

sesuai dengan apa
ditetapkan,
sosialisasi yang baik, dimana perlu
adanya cara atau proses penyampaian
yang  baik

gambaran,_dari kebijakan/program yang

mengenai

akan berlaﬁcjsuug kepada kelompok
sasaran.

3. Penerapan '
Penerapan adalah tahapan pelaksanaan
dari perencanaan kebijakan yang htel‘lalh
dirumuskan kedalam‘realitas nyata yaﬁg

" berbentuk suatu  kegiatan  dengan
menerapkan peraturan “atau petun]uk
pelaksana, dan dilengkapi den‘gan
prosedur kerja yang jelas, program f<erja
serta jadwal kegiatan. Penerapap. juga
merupakan suatu  proses 'dinamis

dimana para pelaksananya ataubun para
petugas diarahkan oleh ;'l pedoman
program. _ !
Berdasarkan pendgp':alt para ahli
dalam pemaparan pengerﬁan implementasi
di atas, ,penulis"rﬁenyimpulkan jika
o adalah

perumusan suatu kebijakan dan proses

implementasi suatu  proses
pelaksanaan atas perumusan kebijakan itu
sendiri yang sebelumnya telah ditetapkan
oleh pembuat kebijakan. Terkait dengan
permasalahan yang penulis angkat, dimana

saat
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proses implementasi program KUBE di
Kecamatan Singkawang Selatan
berlangsung, maka penulis menggunakan
teori Charles O’ Jones dengan berpijak
pada tiga pilar implementasi sebagai pisau

analisis.

. Program KUBE
Terry (dalam Tachjan, 2006:32)

mengemukakan “program adalah rencana

yang bersifat komprehensif yang sudah

menggambarkan sumber daya yap_g.aka‘ﬁ
digunakan dan terpadti,-d"cil'ém satu
kesatuan”. Siagiarl,.-"(aalam Tachjan,
2006:33) mengcrriﬁi(akan “sebuah program
harus memiﬁ‘lzi (1) Sasaran yang hendak
dicapa'r;'A (2) Jangka waktu untuk
menyelesaikan.. pekerjaan tertentu, (3)
I?.esarnya biaya dan sumbernya, (4)‘Jenis
kegiatan yang dilaksanakan, (5) Tenaga
Kerja yang dibutuhkan, dari segi jumlah

m%}upun keahlian dan keterampilan yang
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Sosial, 2005). Sasaran dari program KUBE
adalah Masyarakat yang tergolong fakir
miskin. Menurut Petunjuk Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Melalui Pendekatan Sistem Kelompok
Usaha Bersama, kriteria fakir miskin yaitu:
1. Orang vyang tidak  mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan yang
layak bagi kemanusiaan,
2. Orang yang mempunyai sumber mata
pencaharian  tetapi  tidak  dapat

memenuhi kebutuhan pokok yang layak

~“%e.bagi kemanusiaan,

3. Orang‘dengan keterbatasan pendidikan,
berpendidikah""- « Sekurang-kurangnya
SLTP dan_tidak rﬁéhiliki keterampilan
khusus, Ny

4, Keterbatasan ~ pemenuhan “layanan
kesehatan, H‘v )

5. Orang yang tidak memiliki rumah atéu

" memiliki rumah tapi ‘jauh dari kesan
layak/mewah, '

' ]
6. Tidak memiliki harta/aset yang dapat

3 “t‘ b' ©  dimanfaatkan hasilnya atau dijual u.ntuk

dibutuhkan”, g,q ot

'.' “Kelompok Usaha Bersamzzl_! !m ) | membiayai kebutuhan hidup. ‘0'
(KUBE) adalah himpunan dari keluarga“' ’x“ = Membentuk KUBE sesuai F"étunjuk
yang t'éqgolong miskin yang tinggal dalam v Pelaksanaan ~ Program  Pemberdayaan
satu w'ilgyah yang sama kemudian keluarga Miskin  Melalui Plendekatan
dibentuk, Eismbuh dan berkembang.di atas Sistem Kelompok: Usaha Bersa';na (KUBE)
sebuah préikarsanya sendiri, + saling meliputi beberapatahapan:,"l
berinteraksi aﬁtara satu dengan yang 1. Keputusan berdasarl@aﬁ‘musyawarah
lainnya, dan tingdél'dalam satu wilayah 2. Beranggotakan '§ebanyak 10 orang
tertentu” (Dinsosnakertrans Singka;vang,_ o k’eluarga miskin usia antara 18-55 tahun
2005). “Kelompok Usaha  Bersama dan sudah berkeluarga
(KUBE) adalah kelompok binaan sosial 3. Membentuk struktur organisasi
yang atas bimbingan dan kesadaran 4. Menentukan jenis usaha kelompok
bersama, diberi tanggung jawab untuk 5. Membuat buku catatan kegiatan dan
mengelola bantuan stimulan dalam bentuk administrasi pembukuan
Usaha Ekonomi Produktif” (Kementerian
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Tujuan program ini secara umum
adalah :
1. Meningkatkan kemampuan anggota
KUBE memenuhi kebutuhannya
2. Meningkatkan kemampuan anggota
KUBE mengatasi masalah yang terjadi
dalam keluarga maupun lingkungannya
3. Meningkatkan kemampuan anggota
KUBE menampilkan peranan-peranan

sosialnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Organisasi = =

1. Penetapan pelaksana kegiata_n.-‘“.~

Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Keééjahteraan Sosial yang
akan menenfiji%an siapa.yang akan menjadi
pelaksahé dalam "~ kegiatan  program
Kglo‘mpok Usaha Bersama. Dinas, Sosial,
'l"enaga Kerja. dan Transmigrasi *Kota
S'ingkawang telah bekerja sesuai dengan
prosedur karena tidak sewenang-wenang
ml?milih untuk menjadi tim pelaksana
Se§pai dengan yang tertera dalam petunju
opera5|onal Program Pemberdayaan Fak
Mlskm (P2FM) Melalui Bantuan Langsung
| (BLPS)  di
Kabupatér]/Kota yang menyatakan Program
pemberda)}agn fakir
"'B'LPS dirancang

program terpadu’yang melibatkan berbagai

Pemberdayaan  Sosial

miskin.  melalui
mekanisme sebagai

stakeholder seperti'be'merinlahd perbankan,

dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan atas
Program Kelompok Usaha Bersama di
Kota Singkawang berjalan sesuai dengan
prosedur

yang ada dan implementasi

program berjalan sesuai dengan teori yang

i
0

-

-

I
LV

A

d

‘ ‘observasi

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

dipaparkan oleh Jones yang menyatakan
dalam organisasi terdapat unsur penting
yang
kegiatan.

meliputi  penetapan  pelaksana
Sasaran Program

Sasaran program mengacu pada
siapa yang menjadi tujuan utama dari
dikeluarkan sebuah program atau dengan
kata lain pihak yang menjadi dasar utama
kenapa program itu dibuat. Menentukan
sasaran dari suatu program sebaiknya tidak
melupakan unsur penting yang meliputi
lapangan. Obvervasi begitu
pentlng, karena pada tahap ini senyatanya
adalah proses untuk mengumpulkan data-
data terkait dengan kebu_t_uhan program
yang akan dijalankan. Obse;\'/'asi‘ yang teliti
dan netral akan sangat membantu, dalam

keberhasilan program. Dari pendapat"yqng

dikemukakan oleh narasumber dapat
diketahui  jika terjadi® penyimpangdan
terhadap  penyaluran  kepada sasa}an

daripada Program KUBE yang seharusnya
telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan
_ program Pemberdayaan Keluarga I‘\;Iiskin
Melalui Pendekatan Sistem KUBE.;karena
dalam penentuan sasaran penerima' bantuan
dimarg-éll terdapat
. yang
berpendidikan lebih dari SLTP Hal seperti

ini dapat merugikan pgarﬁerintah dari segi

terjadi  ketidaksesuaian,

anggota  .di....kelompok ‘u'saha

finansial, dimana biaya yang seharusnya

digunakan untuk membantu masyarakat

yang
masalah terkait kesejahteraan sosial tidak

memang  senyatanya  memiliki
tersalurkan. Dilain pihak juga merugikan
bagi masyarakat penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial itu sendiri, karena ada

diantara masyarakat itu yang memang tidak
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mampu namun belum tentu mandapat
bantuan sesuai dengan peraturan yang

seharusnya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sasaran  program

terhadap Program KUBE belum berjalan

sesuai dengan pedoman.

Pendanaan
Besarnya bantuan pendanaan

program Kelompok Usaha Bersama tidak

sama untuk semua kelompok, karena dalam

pengimplementasian KUBE ternyata dibagi

kedalam dua kelompok. Dimana terdapat
KUBE Penumbuhan dan KUBE BEPS,

untuk KUBE Penumbuhan'"'diberikan
_RP120.000.000,  per
kelompok ~ dan#“untuk  KUBE " BLPS
diberikan ‘_bé‘hwtuan sebesar: Rp.30.000.000

per ke,lo'r'hpok. Selain-itu proses pendanaan

bantuan  sebesar

KUBE ternyata. tidak selalu berjalan tepat
dibuktikan

pernyataan salah satu narasumber yang

yvaktu,  haleini dengan
mana menyatakan jika pemberian bantuan
tefkadang baru terjadi pada akhir tahun,

serfyatanya berdasarkan

petunjumq‘
pela'ksanaan bantuan diberikan paling tidak’

'-ﬂ.

perter’lgahan tahun. Dengan kondisi seperti
ini tentynya menghambat jalannya usaha

kelom po'k.‘
L’

. Interpretasi
1. Sosialisasi

Sosialisasi “Senyatanya telah

dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan pa?

tidak
Hal ini

pendamping lapangan, namun
dihadiri oleh pihak Kelurahan.
mencerminkan tidak tercapainya salah satu
peraturan yang terdapat dalam petunjuk
pelaksanaan program KUBE vyaitu tidak

terjalinnya kerjasama yang baik antara
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pihak Kelurahan dengan pihak Dinas Sosial
maupun dengan para pendamping. Hal ini
bisa saja memberi peluang terjadinya
kesalahan dalam pendataan masyarakat
yang akan diberikan bantuan.

Selain itu keterbatasan pengetahuan
dan pendidikan para pendamping yang
adalah para Pekerja Sosial
(PSM)  juga
berhasil tidaknya program KUBE ini di

Masyarakat
mempengaruhi  terhadap
lapangan. Karena dari hasil wawancara

yang dilakukan para pendamping ini

"memperikan pemahaman tentang program

Fw\-

L
_‘

KUBE ini*hanya sebatas apa yang mereka
ketahui saja 'd'an,_ karena keterbatasan

pengetahuan terseb'l]t--.,_. menimbulkan
ketidaksesuaian pemahamaﬁ' antara yang
seharusnya dengan yang disampaikan dan
itu  berpengaruh  ‘terhadap peh?:tn;an
masyarakat terhadap program KUBE. -

KUBE

senyatanya memang telah ‘dilakukan o\eh

Sosialisasi program
para pelaksana seperti Dinas Sosial, Temaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Slngkawang
selaku penanggungjawab  dan fpihak
Pendamping Lapangan yang me'f'upakan
mitra kerja pihak dinas di Iapan@an atau
biasa yang disebut dengan Pel,«'elrja Sosial
Masyarakat....Namun keadaa_n" seperti itu
belum bisa menjelaskan jilsd. sosialisai atas
Program KUBE ini’,.":telah

seutuhnya karna-ada unsur lain yang tidak

berjalan

kalah penting, yaitu masyarakat selaku
penerima bantuan, perlu ditinjau ulang

apakah  mereka  benar-benar  telah
mengetahui secara jelas mengenai program
yang dipaparkan. Dalam proses Sosialisai
Program KUBE di

khususnya di

Kota Singkawang

Kecamatan Singkawang
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Selatan belum berhasil, karena dari hasil
penelitian yang dilakukan di lapangan
masih terdapat pihak-pihak yang bekerja
tidak sesuai dengan prosedur dan terdapat
pula pihak-pihak yang tidak mengetahui
dan memahami apa itu Program KUBE
meskipun program itu sudah berlangsung.
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk
teknis dalam pelaksanaan Program KUBE
secara umum merupakan alat untuk

mengontrol jalannya kebijakan. Dalam

penginterpretasian Program KUBE _selam‘a' 3

ini di lingkungan Kecamqtan-STﬁgkawang
Selatan tidak berjalan bérdasarkan prosedur
yang ada atau gidaii. mengikuti seperti yang
telah diatuf"‘a-alam petunjuk pelaksanaan
dan pe’tUnjuk teknis. Yang memahami
te_ptang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

t‘eknis hanya-pihak tertentu seperti Dinas.

C. Penerapan

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
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perlukan. Penerapan Program KUBE di
Kecamatan Singkawang Selatan tidak
berjalan sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.
Hal ini terbukti dengan adanya anggota
kelompok yang ternyata menjadikan KUBE
sebagai usaha  sampingan, padahal
pemerintah mengadakan Program KUBE
adalah untuk membantu masyarakat miskin
dalam berusaha agar dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya dan bukan untuk
dijadikan usaha sampingan.
3y Pembinaan dan Pengawasan

-Pe'nda,nlpingan dan  pengawasan
kepada kelom\p‘bki usaha dipercayakan
kepada pendamping b-a'ik--tjngkat Kelurahan
ataupun Kecamatan yang "'dala.m hal ini
adalah Pekerja Sosial Masyarakat'(PSM).
Di dalam petunjuk _pelaksanaan k"v(jan
petunjuk teknis disebutkan.juga jika akan
dilakukan pemantauan oleh konsultan pulsat
yang berada di tingkat Kabupaten/K‘bta

’l Berikut-hasil penelitian terkait dengan | atau Kecamatan. Kegiatan ini semata-mata
tahapaf'\ penerapan dalam proses implementas'wll,‘q" E:__. " bertujuan untuk mengecek apakah Proéram
Prograr’h‘KeIompok Usaha Bersama: L !m ) | KUBE ini berhasil diselesaikan .éesuai
1. Prosedur Kerja "% " dengan rencana atau tidak. Yangy'sangat

'\(ang bekerja tidak murni - dari -“ disayangkan berdasarkan hasil wawancara

kelompo'l'g usaha akan tetapi dibantu oleh
para penclfa.mping, hal ini- .disebabkan
karena keterbatasan pengetahuan. yang

dimiliki oleh anggota kelompok usaha yang

yang terjadi adalah adanya sil'<lap saling
salah.menyalahkan diantara befbagai pihak.
Pada tahap ini dapat ditarilg.késimpulan jika

lemahnya pengawasan pe’rherintah terhadap

notabene adalah n%és'yaraka.t miskin yang jalannya_im_plementﬁs'i' program KUBE.

tidak bisa mengenyam bangku sekolah.

2. Jenis Usaha D. Simpulan dan Keterbatasan
Penentuan jenis usaha ini juga 1. Simpulan
didasarkan pada ketersediaan sumber daya Berdasarkan pembahasan pada bab
dan kondisi di lingkungan tempat tinggal, sebelumnya, maka penulis dapat
hal ini bertujuan agar setiap kelompok mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.
mudah mendapatkan apa yang mereka A. Organisasi
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1. Tahap Penetapan pelaksana kegiatan

¢

pengimplementasian Program KUBE
dijalankan sesuai dengan prosedur.

Pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
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itu tahap sosialisasi ini juga dikatakan
tidak berhasil karena rata-rata anggota
kelompok  usaha

ternyata  hingga

program berjalan tidak mengetahui dan

Transmigrasi Kota Singkawang memahami apa itu KUBE, mereka ikut
ditunjuk  langsung  oleh  pihak hanya berdasarkan ikut ikutan semata.

Kementerian  Kesejahteraan  Sosial . faktor latar belakang pendidikan
untuk menjadi pelaksana. pendamping vyang bukan berlatar

Pada kegiatan penetapan kelompok
sasaran tidak seluruhnya berjalan sesuai
dengan pedoman pelaksanaan karena
terjadi ketidaksesuaian dimana masih
terdapat anggota

memiliki riwayat pendidikaﬁ'lébih dari

kelompok _.yafg

belakang pendidikan di bidang sosial
tapi adalah seorang yang ditunjuk dan
untuk kemudian baru dilatih dengan

waktu pelatihan yang tidak lama dan

ey didak rutin, sangat berpengaruh terhadap

pemahamannnya dan cara penyampaian

tingkat SMP/S'L.T'P,' dan  dalam kemasyarakz:\f”'dalam mensosialisasikan
pedoman ."Jpelaksanaan telah program. A ki
memapar'féan jika_. batas maksimal . Masyarakat™ yang mené'r'im'a bantuan

pendidikan penerima bantuan adalah

/SMP/SLTP.

Pendanaan- secara keseluruhan *telah

sesuai dengan pedoman pelaksanaan,

selama ini bekerja atau menjalankan
usahanya tidak dengan berdasa'rlgan

pada petunjuk  pelaksanaan  dan

" petunjuk teknis.

, namun dalam hal penyaluran dana I_: . "
' bantuan seringkali terlambat dan hal ini | * C. Penerapan |
perpengaruh terhadap keberhasnargl.q EJ 1. Keterbatasan penelitian anggota K,UBE

L'ls‘aha yang dijalankan kelompok karengL 'm )

kélpmpok usaha baru dapat bekerja ;

membuat  mereka  belum ‘0dapat

menentukan dan menetapkan pFosedur

sete'lgh bantuan itu cair. kerja secara mandiri.

’
’
1

»
. Penentuan jenis usaha belim sesuai

B. Interpretasi'.y dengan....petunjuk pelakéanaan dan
1. Unsur sosialisasi tidak! berhasil - dan petunjuk-teknis yang ad'af'Karena dalam
dalam pelakéanaannya banyak terjadi penentuan jenis usahgz ada kelompok
pelanggaran. Séﬁe’rt'rtidak ikut sertanya yang__hanya ‘iRJt'—'ikutan saja tanpa
pihak Kelurahan mulai h dari rEemperhatikan aspek  ketersediaan
pembentukan, pengawasan  maupun sumber daya dan keahlian para
pembinaan di lapangan. Hal ini anggotanya sesuai yang tertera dalam
mencerminkan tidak terjalinnya pedoman, dan juga terdapat kelompok
kerjasama lintas sektor seperti yang yang menjadikan KUBE hanya sebagai
diharapkan dan dipaparkan dalam usaha sampingan, tentu akan
pedoman pelaksanaan kegiatan. Selain
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mempengaruhi keberhasilan kelompok  Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik.

Bandung : Alfabeta.

usaha.

3. Lemahnya pengawasan dari pihak Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik

. oo (Public Policy). Jakarta : Rajawali.

pemerintah dalam hal monitoring

terhadap pelaksanaan program karena  Nawawi, H. Ismail. 2009. Public Policy. Surabaya :
. PMN.

pengawasan dan pembinaan seharusnya

dilakukan oleh semua pihak yang Redaksi IndonesiaTera. 2008. UUD 1945 dan

terkait dalam Kerjasama lintas sektor Perubahannya. Yogyakarta : Indonesiatera

namun Yyang berperan aktif dalam  Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik.

. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

pengawasan dan pembinaan hanya

pihak pendamping. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif

Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

-

2. Keterbatasan _,-~"' Tachjar-w."2006._ Implementasi  Kebijakan Publik.

Keterbatasan-keterbatasan.-"-p.)enelitian Bandung=ggrorth.

yang penulis alami sebagaiﬁérikut' Tim Redaksi.Pustaka Yﬁéﬁsi@. 2010. Perundangan
1. Kesulitan dalam memperoleh dokumen Téniang Otppoml Daerar_]‘.‘ Yogyakarta
Pustaka Yustisia. X
mengenal kelompok kelompok usaha yang ™
Tohardi, Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi
Program Studi llImu Pemerintahan. Pontlanak

ada. .
2. Kgs(jlitan saat melakukan wawancara Pradi IP FISIP UNTAN.

dengan narasumber, yaitu sebagian anggota,  \nanah ‘Solihin Abdul. 2012. Analisis Kebijakar].

kelompok usaha karena kurang mengerti Jakarta : Bumi Aksara.

: !
Wibawa, Samodra. 2011. Politik- “Perumusan
3. ml?dan yang rata-rata belum diaspal dan \L Kebijakan Publik. Yogyakarta : Grahallmu,

hadya ditembok  menggunakan tana?'g.1
kuning.
1

.

! VV'marno Budi. 2002. Teori dan Proses Ke'bljakan
E. Apresiasi "‘ “ Publik. Yogyakarta : PMP. S

menggunakan Bahasa Indonesia

xide')"-Joko 2008. Analisis Kebijakan Pul;illk
Malang Bayumedia.

‘
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